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Menimbang :a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan seiring
dengan prioritas pembangunan nasional, perlu dilakukan
perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang
profesional dan berintegritas, perlu membentuk Agen
Perubahan Reformasi Birokrasi sebagai penggerak perubahan
yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja ke arah
lebih baik di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang Pembentukan Agen Perubahan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2023;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten D1 Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851});
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141};

Q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14595);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menter1 Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018,

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
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Daerah,;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 159 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: S
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 131 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai
berikut :

1. Sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu
yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertingkah laku

dan berprestasi;

2. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan
kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-
masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke
arah unit kerja yang lebih baik;

3. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan
menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam
perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

4. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif
solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit
kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya
perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;

5. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar
proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang
muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina
hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak
di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; dan

6. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan
komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit
kerjanya dengan para pengambil keputusan.

KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
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KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal?| Mei 2023
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Tembusan disampaikan Kepada Yth. : .
Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitan dan Pengembangan Kabupaten Pesisir

Selatan di Sago Salido;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan di Painan;
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

Yang Bersangkutan;
Arsip.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR 800/ 1Y /Kpts/Set.DPRD-PS/2023
TANGGAL 31 Mei 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2023

Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi
di lingkungan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
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